
 

 
 

BERITA NEGARA 
REPUBLIK INDONESIA 

No.141, 2009 DEPARTEMEN KEHUTANAN. Penilaian. 
Kinerja. Verifikasi. Legalitas. Pemegang Izin. 
Pedoman. 

 
PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA 

Nomor : P.38/Menhut-II/2009 
TENTANG 

STANDARD DAN PEDOMAN PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN 
 HUTAN PRODUKSI LESTARI DAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU 

PADA PEMEGANG IZIN ATAU PADA HUTAN HAK 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 125 ayat (3), Peraturan Pemerintah 
Nomor 6 Tahun 2007 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 3 
Tahun 2008 serta penjelasannya diamanatkan bahwa 
keberhasilan pengelolaan hutan lestari dicerminkan dari 
kinerja pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan 
(IUPHH); 

  b. bahwa berdasarkan Pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 
6 Tahun 2007  jo. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 
2008, untuk pemanfaatan hutan hak bertujuan untuk 
memperoleh manfaat yang optimal dengan tidak mengurangi 
fungsinya; 
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  c. bahwa berdasarkan Pasal 119 Peraturan Pemerintah Nomor 
6 Tahun 2007 jo. Nomor 3 Tahun 2008, setiap 
pengangkutan, penguasaan atau pemilikan hasil hutan yang 
berasal dari Hutan Negara, wajib dilengkapi bersama-sama 
dengan dokumen yang merupakan sahnya hasil hutan; 

  d. bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan dalam rangka 
menuju Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL), serta 
penerapan tata kelola kehutanan, pemberantasan penebangan 
liar dan perdagangannya, perlu ditetapkan Standard 
Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi 
Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin 
Atau Pada Hutan Hak, dengan Peraturan Menteri 
Kehutanan. 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi 
Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49; 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3419); 

  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan 
Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 68; Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3699); 

  3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 
167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor  
19  Tahun 2004  tentang  Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun  2004  tentang 
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 
tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4412); 

  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah 
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beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

  5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999  tentang 
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3838); 

  6. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang 
Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 1999, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4020); 

  7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 tentang Dana 
Reboisasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2002 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4207); 

  8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang 
Perencanaan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4452); 

  9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang 
Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indoensia 
Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4453); 

  10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata 
Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta 
Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 
16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4814); 
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  11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737); 

  12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 
2001 tentang Komite Akreditasi Nasional; 

  13. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M 
Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia 
Bersatu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 31/P 
Tahun 2007; 

  14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 
2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan 
Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Negara Republik 
Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 
Tahun 2008; 

  15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 
2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I 
Kementrian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden 
Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2008; 

  16. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/Menhut-II/2005 
tentang  Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.64/Menhut-II/2008; 

  17. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut-II/2006 
tentang Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal Dari 
Hutan Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah 
terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 
P.8/Menhut-II/2009; 

  18. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.51/Menhut-II/2006 
tentang Penggunaan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) 
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untuk Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari 
Hutan Hak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-
II/2007; 

  19. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-
DAG/PER/5/2008 tentang Ketentuan Ekspor Produk 
Industri Kehutanan. 

M E M U T U S K A N : 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG 
STANDARD DAN PEDOMAN PENILAIAN KINERJA 
PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI DAN 
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA PEMEGANG 
IZIN ATAU PADA HUTAN HAK. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 

 1. Pemegang izin adalah pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan 
Kayu Dalam Hutan Alam disingkat IUPHHK-HA (d.h. HPH), pemegang 
Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Tanaman 
disingkat IUPHHK-HT (d.h. HP-HTI), pemegang Izin Usaha Pemanfaatan 
Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Rakyat disingkat IUPHHK-HTR, 
pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem 
disingkat IUPHHK-RE, pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan 
Kayu Dalam Hutan Kemasyarakatan disingkat IUPHHK-HKm 
sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 
jo. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008. 

  2. Pemegang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) 
adalah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 
Tahun 2007 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008. 

3. Pemegang Izin Usaha Industri Lanjutan (IUI Lanjutan) adalah perusahaan 
pengolahan hasil hutan kayu hilir, dengan produk antara lain furniture.  


